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STAXDAR OPERASIOI{AL P ROSEDUR
PETYUST'ilAff LAPORAIiI TAIIUtrAT

DENGAI| RAIIMAT TUHAlr YAI{G MAHA ESA

BI'PATI TAIIIAH I,AUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivita.s dalam PenYlrslrnar Laporan Tahunan,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

Mengingat

l>. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Talah Laut tentaig Standar Operasional Prosedur

Penyusunat-t Laporar Tahunan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Talah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat il Tabalong
(Lembaran Negara Reput'lik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756), dengan mengubah Undalg-Undang Nomor
27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara
Repubiik lndonesia Tahun 1959 Nomor 9);

2, Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyeienggaraan Negara yang Bersih dal Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangal
Negara (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 428611



(3)

t4t

membangun komitrnen tinggi untuk mendukung
pelaksanaannya.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Penyusunan laporan Tahunan, wajib
mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksana.an Standa-r
Operasional Prosedur Penyusunan laporan Tahunan, wajib
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam pel,aksanaan tugas.

BA.B IV
ITETTIYTT'AIY PTIIUTIUP

Pasal 5

Peraturan Bupa.ti ini mul,ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s€tiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pad.a talggal 95 D?fn"'hr 9ots;

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 FJfrltltrJcls
STIireTARIS DAERAE
KABI'PATTIT TAflAIT LTUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAI{AH LAIjT TAHUN 2OI5 NOMOR 98{
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